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ANALISIS PELAYANAN DAN PEMBUATAN
KARTU TANDA PENDUDUK
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT)

Oleh: Nunung Munawaroh

ABSTARCT

; n general, bureaucracy has many duties to the public such as service,
]empowerment and also development. It can t be denied than in modern life, the
demand of good service is higher. In fact, public service quality in Indonesia far
from the ideal. Because, there are many problems in Indonesia bureaucracy as
like there isn t intensif system to do more, bad discretion grade in public service,
high paternalism culture, etc. This problems almost happened in all public
institution in Indonesia, so this is encourage this research to be done. The main
issues of this research are; how is the public perceptions toward service quality
in Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat and how service quality
of bureaucracy in Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat according
to the principle of qualified public service. The principle of qualified public
service consist of 5 principle; pattern 1, reliability, pattern 2;responsiveness
and sensitifity, pattern 3;assurance, pattern 4,emphaty, pattern 5;tangibles.

Key words: perceptions, bureaucracy, quality, service
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prinsip, pola 1: kehandalan, pola 2: respon dan sensitivitas, pola 3: jaminan,
pola 4: emphaty, dan pola 5: tangibles.

Kata kunci : persepsi, birokrasi, kualitas, pelayanan

LATAR BELAKANG

Perubahan global salah satunya berdampak terhadap arah perubahan

sosial dalam dalam dinamika kehidupan masyarakat. Konsekuensinya

adalah tumbuhnya kecenderungan masyarakat yang makin menghendaki
terciptanya suatu kondisi, tatanan, peluang dan kesempatan bagi
masyarakat luas untuk lebih mampu mengembangkan kreativitas dan
prakarsanya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang
pelayanan publik.

Dewasa ini pelayanan masyarakat atau pelayanan publik (public service)
telah telah menjadi perhatian tidak saja dari para pakar bidang ekonomi,
sosial dan administrasi, akan tetapi juga telah menjadi perhatian masyarakat
umum sebagai pengguna dan penerima manfaat jasa pelayanan publik
tersebut. Kebangkitan kesadaran tersebut secara umum disebabkan oleh
banyak faktor yang sangat kompleks. Sehubungan dengan itu, Fernanda
(2000:4) mengemukakan bahwa faktor pendorong (push factor) peningkatan
kualitas pelayanan masyarakat, terutama sebagai berikut.

1. Tingkat pendidikan dan kedewasaan berpikir masyarakat yang

semakin tinggi dan kritis;

2. Semakin meningkatnya variasi dan orde kebutuhan individu maupun
kelompok masyarakat, sehingga tuntutan terhadap jenis dan kualitas
pelayanan menjadi semakin bervarisi;

3. Tingkat kemampuan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta

sektor swasta semakin baik, sehingga adanya tuntutan untuk
berpartisipasi dalam penyeleng-garakan pelayanan masyarakat;
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m wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata
pemerintah daerah sebagai ujung

pemerintzhan dala
tahan terutama dalam

dan bertanggung jawab telah menjadikan ‘
tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerin
memberikan pelayanan masyarakat.

Tjokroamidjojo (1988) mengidentifikasi ada empat faktor besar

yang menghambat efisiensi administrasi negara (birokrasi), yaitu : (1)
kecenderungan membengkaknya birokrasi baik dalam arti struktur
maupun luasnya campur tangan terhadap kehidupan masyarakat, (2)
lemahnya kemampuan manajemen pembangunan baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan, dan (3) rendahnya produktivitas
pegawai negeri. Sementara Siagian (1987), mengidentifikasikan ada tiga
jenis kelemahan yang melekat pada pegawai negeri (birokrat) kita, adalah
(1) kemampuan manajerial, yaitu kurangnya kemampuan memimpin,
menggerakkan bawahan, melakukan koordinasi dan mengambila keputusan,
(2) kemampuan teknis, yaitu kurangnya kemampuan untuk secara terampil
melakukan tugas-tugas, baik yang bersifat rutin, maupun yang bersifat
pembangunan, dan (3) kemampuan teknologis, yaitu kurangnya kemampuan
untuk memanfaatkan hasil-hasil penemuan teknologi dalam pelaksanaan
tugas.

Studi empiris lain yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintah
dilihat dari pendekatan proses misalnya penelitian yang dilakukan oleh
Baddu (1994), suatu analisis tentang prestasi kerja dan hubungannya dengan
kepuasaan dan semangat kerja pada Kantor Setwilda Tk. I Sul-Sel, penelitian
yang gaknkan oll:ah 'l'f;;l;ir, M.M. (1997), suatu analisis tentang faktor-faktor
yang berpengarun terhadap kepuasan kerja pegawai pada i
Wilayah IX Ujung Pandang rja peg pada kantor Kopertis

Beberapa penelitian empiris di atas baik yang dilakukan oleh pemerintah
maupun yang dilakukan oleh kalangan akademik menunjukkan bahwa .
penelitian tentang lfinerja birokrasi pemerintah dilihat dari sudut pendekatan |

proses masih bersifat parsial, yaitu hanya berkaitan dengan analisis pada
tingkat individu pegawai, tetapi belum melihat secara komprehensif dari
sudut kinerja birokrasi pemerintah secara keseluruhan. s
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Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi dan menjelaskan fenomena
kinerja birokrasi pemerintah kasus pada Pelayanan KTP Kecamatan Lembang
dengan menggunakan pendekatan proses (internal process approach),
terutama memahami dan menjelaskan fenomena dalam hal efisiensi
pelayanan, kerja, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan.
Sehingga peneliti tertarik mengambil penelitian ini dengan judul "Analisis
Pelayanan dan Pembuatan (Kartu Tanda Penduduk) di Kecamatan Lembang

Kabupaten Bandung BaratBarat”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas,
permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut
Bagaimana pelayanan KTP (Kartu Tanda Pendudk) Kecamatan Lembang
Kabupaten Bandung BaratBarat?

KERANGKA PEMIKIRAN
Seperti diketahui bahwa kualitas individu sangat menentukan kinerja J
organisasi, bahkan berkembangnya organisasi sangat terkait dengan
kemampuan individu-individu yang mengelola organisasi. Ducan dalam
Indrawijaya (1989) mengatakan bahwa prestasi (P) adalah fungsi perkalian
dari motivasi dari (M) dengan kemampuan (K). Dengan demikian ada
dua faktor pembentuk kualitas seseorang yaitu; kemampuannya yang
niu L eseors: untu '.:s" ’f’ "T‘ dﬂnz’ ﬂiﬂradalah

i
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Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut. o
1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-'buku
peraturan-peraturan, artikel-artikel dan sumber-sumber lainnya

yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan, yaitu dengan mengadakan penelitian secara
langsung ke lokasi yang telah ditentukan melalui :

3. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung
terhadap obyek yang sedang diteliti

4. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan
pihak-pihak yang diperkirakan dapat memberikan informasi yang
diperlukan, seperti halnya dengan anggota masyarakat dan aparat
terkait

5. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan
komunikasi secara tidak langsung dengan responden. Responden
dihubungi melalui daftar pertanyaan berupa formulir yang diajukan
secara tertulis.

bahan mindset mutlak sangat diperlukan sebagai langkah awal
erubahan budaya pelayanan. Pola pikir selama ini tentang aparat
yang emmiliki kedudukan dan kewenangan tak terbantahkan
arakat yang dilayani, harus segera dibuang jauh-jauh.
n sesegera mungkin harus berubah menjadi lebih peka
7 harapan masyarakat. Namun demikian, perlu dicermati
mindut aparat pemeringah tidak bisa dilakukan dengan
rasi melalui ceramah, kursus-kursus saja, tetapi yang utama
el erapan manajemen yang benar mencakup pemberian
aan memadai dan penerapan reward dan punishment secara

rkelanjutan.

mindset aparat pelayanan publik yang diyakini
, yanan antara lain dengan : y

endekatan  tugas yafg diarahkan ke
i pada
Iayansn rakyat dan menghindarkan kesan
dan kewenangan; :

g m dagrgnnlusi yang bercirikan organisasi
Eadas efisien yang mampu membedakan

| ﬁ’i i'd'ilﬁngam dan yang tidak perlu
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4. Melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih
berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni pelayanan cepat,
tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas,
efisiensi biaya dan ketepatan waktu;

4. Memposisikan diri sebagai fasilitator pelayanan publik daripada
sebagai agen pembaharu (change of agent) pembangunan;

5. Melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kaku (rigid) menjadi
organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, novatif,
fleksibel dan responsif.

Dalam upaya pembangunan budaya pelayanan ini membutuhkan
keterbukaan seluruh aparat pelayanan publik untuk menerima perubahan
budaya organisasi maupun pola pilir demi kemajuan unit pelayanan publik.
Di dalam perubahan tersebut, perubahan perilaku para pemberi pelayanan
akan selalu dibandingkan dengan rekannya yang bekerja di unit layanan
publik lainnya. Penciptaan budaya menghargai prestasi amat dibutuhkan
untuk menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap organisasi.

Beberapa langkah yang dapat menumbuhkan budaya pelayanan antara

lain sebagai berikut.

1. tempatkan pegawai dari unit berbeda yang memiliki tugas dan fungsi
jelas di unit pelayanan sebagai langkah awal menuju perubahan
budaya;

2. ciptakan rotasi pekerjaan secara berkala, kerja magang di lura unit,
saling tudak menukar informasi seputar tugas dan fungsi antar
unit, dan apabila memungkinkan melakukan perlombaan antar unit
pelayanan publik;

3. rayakan keberhasilan dalam pemberian pelayanan publik dengan
memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;

4. ciptakan bahasa, kebiasaan, cerita sukses, dan simbol untuk
mendorong rasa kebersamaan dan rasa kesatuan dalam tim unit

pelayanan publik;

5. ciptakan mentala model baru dengan emngikutsertakan pegawai
dalam merancang misi organisasi, perlakuan nilai, kepercayaan, dan
asumsi mereka sebagai investasi bagi keberhasilan unit pelayanan;

dan
6. ciptakan model sistem sebagai cara memberikan pemahaman

tentang bagaimana sesuau bekerja dan bagaimana perubahan akan

efektif. (Standar Pelayanan Publik, PKMP-LAN)
Kecamatan Lembang masih terdapat

- KTP di
elayanan”perbuiatan elayanan kepada pemohon/

kelemahan-kelemahan dalam hal pemberian p
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masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan wawan.cun{ yqn.g (iil?kin!m::
oleh peneliti terhadap pemohon atau konsumen dm:l I(cc.z.ln'ml.lnll JLf:l )lm;
Kabupaten Bandung Barat serta dari kuesioner yang disebar k.m-olt 1 [?(.n(, iti,
ada beberapa permasalahan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
Kecamatan Lembang Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

Pertama, ditinjau dari dimensi kehandalan (reliability), ada beberapa hal
yang perlu mendapatkan perhatian dari Kecamatan Lembang Yang pertama
adalah dari segi prosedur pelayanan, dapat diketahui bahwa masih terdapat
pemohon yang kurang paham bahkan tidak paham terhadap prosedur
pelayanan yang ditentukan oleh Kecamatan Lembang khususnya bagi
masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Berdasarkan

: penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kecenderungan bahwa
k‘ ada faktor lain selain tingkat pendidikan yang menentukan pemahaman
seseorang terhadap prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Kecamatan
Lembang Faktor tersebut adalah faktor pengalaman, yaitu pemohon
| yang sering berhubungan secara langsung dengan Kecamatan Lembang
b Kabupaten Bandung Barat memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik
'i daripada pemohon yang tidak pernah berhubungan secara langsung dengan
2 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat terkait dengan prosedur
F - pelayanan di Kecamatan Lembang Simpulan tersebut menunjukkan bahwa
4 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kurang melakukan sosialisasi
terhadap pemohon tentang prosedur pelayanan KTP di Kecamatan Lembang
Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, menurut penulis
- carayang paling mudah adalah melalui spanduk yang berisi tulisan maupun
-‘ - gambar tentang tata cara yang harus dilakukan oleh pemohon untuk

- mendapatkan pelayanan KTP dari Kecamatan Lembang. Sedangkan dari
Segi persyaratan pelayanan, berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui
-menunjukkan masih ada responden yang merasa keberatan tentang
ayaran pembuatan KTP. Banyak diantara pemohon maupun masyarakat

c a beberapa alasan yang menyebabkan proses

|
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penyelesaian tersebut kurang cepat, yaitu faktor dari petugas yang kurang
terampil maupun kurang serius dalam menyelesaikan keluhan pemohon. Hal
tersebut harus segera mendapatkan perhatian dari Kecamatan Lembang

Ketiga, ditinjaudaridimensijaminan (assurance),yangperlumendapatkan
perhatian dari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dari dimensi
ini adalah tentang kepastian biaya, dalam hal ini adanya biaya tambahan lain
di luar biaya semestinya. Dapat diketahui bahwa mayoritas pemohon merasa
bahwa biaya yang mereka keluarkan jarang sesuai dengan biaya sebenarnya,
bahkan ada yang merasa bahwa biaya yang mereka keluarkan selalu tidak
sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan. Menurut analisa penulis, pada
dasarnya pemohon tidak begitu tahu secara pasti mengenai biaya yang telah
ditetapkan oleh Kecamatan Lembang mereka hanya merasa bahwa biaya
yang mereka keluarkan terlalu berlebihan. Sehingga kemungkinan jawaban
tersebut hanya didasarkan atas anggapan dari pemohon saja. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kurang
melakukan sosialisasi terhadap pemohon tentang biaya-biaya atau tarif
yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Lembang Maka dari itu, Kecamatan
Lembang Kabupaten Bandung Barat harus melakukan sosialisasi tentang
biaya-biaya tersebut, untuk mencegah anggapan miring dari masyarakat/
pemohon tentang Kecamatan Lembang

Keempat, ditinjau dari dimensi perhatian (emphaty), yang perlu
mendapat perhatian utama dari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung
Barat terhadap dimensi ini adalah tentang ketepaan waktu pembuatan
KTP. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pemohon mengatakan
bahwa waktu pembuatan KTP, bahkan ada yang mengatakan bahwa waktu
pembuatan terkadang tidak sesuai dengan janji ketika pemohon ajukan
saat pembuatan KTP dari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Tingkat ketepatan waktu ini menjadi penting, yaitu efektivitas dan efisiesi
si pemohon. Namun ada masyarakat yang mengatakan bahwa waktu
pembuatan yang di berikan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung
Barat kadang-kadang jauh dari waktu yang ditentukan. Hal tersebut haru.s
segera mendapatkan perhatian dari Kecamatan Lembang.Dalam hal ini,
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat harus menciptakan strategi
baru dalam memberi pelayanan terhadap pemohon pembuatan KTP yang
lebih berkualitas, sehingga pelayanan yang diterima oleh pemohon atau
masyarakat lebih bermutu dan tidak ada lagi keluhan tentang pelayanan KTP

dari pemohon atau masyarakat.

Kelima, ditinjau dari dimensi b
mendapat perhatian dari Kecamatan Le ‘
dari dimensi ini adalah tentang sarana penunjang pe

MMMNWW

ukti langsung (tangible), yang perlu
mbang Kabupaten Bandung Barat
layanan. menunjukkan

227

Scanned by CamScanner

e S i st Rt v

SERP >



: B~ 229
Jurnal Dukeapil/Vol, 1, Nov 2/ Desember 2013 W 21

buhwa masih ada pemohon yang mengatakan bahwa sarana pgn;ngapf
pelayanan masih kurang bail, bahkan ada yang mengatakan ti 2; aik.
Menurut analisa penulis bahwa jumlah sarana dan prasarana pelayanan
sepertijumlah komputer masih kurang memadaidanruangtungguyangpanas,
hal {tu dapat dilihat dari banyaknya pemohon yang mengeluh kaena arus
antrl sampal berjam jam kurang pelayanan dan masih seringnya masyarakat

yang tdak mendapatkan blangko KTP. Seharusnya Kecamatan Lembang

Kabupaten Bandung Barat harus segera memberikan perhatian terhadap

sarana penunjang pelayanannya, yaitu dengan segera menambah sarana

pelayanan seperti komputer atau sumber daya manusia yang mumpuni. Hal

tersebut sampal saat ini tampaknya masih sulit untuk direalisasikan, karena
} Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat saat ini masih terkendala
; soal dana untuk meningkatkan sarana penunjang pelayanan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi
masyarakat/pelanggan terhadap kualitas pelayanan KTP di Kecamatan
lembang Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu target untuk memberikan
pelayanan yang merata masih belum terpenuhi. Sedangkan kebijakan
yang ada ternyata kurang memenuhi aspek pelibatan masyarakat dalam
pembuatan suatu kebijakan, kurangnya sosialisasi dan transparansi dalam
pelayanan KTP.

Berdasarkan temuan penelitian, diusulkan beberapa saran, diantaranya :

1. Komitmen untuk dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya
harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam menentukan
bentuk, model dan sistem pelayanan.

2. Adanya unsur pengawasan dan penilaian terhadap pegawai yang
dilakukan oleh atasan secara langsung.

3. Unsur yang tak kalah penting yaitu perlu adanya evaluasi kinerja
aparatur pelayanan yang terlibat langsung dengan pelayanan publik
serta kualitas personal.

4, Pemberian penghargaan dan bonus kepada para pegawainya serta

~pemberian sanksi yang tegas bagi para pegawai yan
disiplin kerja. yang melanggar
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